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Abstrak: Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur perjudian. Penelitian ini
bertujuan untuk membandingkan regulasi perjudian di Indonesia dan Filipina guna memahami pola
pengaturan yang diterapkan di kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia,
perjudian sepenuhnya ilegal dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Sementara itu, di Filipina
perjudian berbasis darat adalah legal selama memiliki lisensi resmi dari otoritas yang berwenang,
sedangkan perjudian online hanya legal untuk warga negara asing dan entitas yang berlisensi, tetapi
tetap ilegal bagi warga Filipina. Namun, per 1 Januari 2025, perjudian online di Filipina sepenuhnya
menjadi ilegal.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum; Perjudian; Perjudian Online; Indonesia; Filipina

Abstract: Every country adopts a distinct approach to gambling regulation. This study seeks to analyze
and compare the legal frameworks governing gambling in Indonesia and the Philippines to identify the
regulatory models applied in each jurisdiction. Utilizing a normative juridical method with a comparative
law approach, the research findings reveal that gambling is entirely prohibited and criminalized in
Indonesia. In contrast, in the Philippines, land-based gambling is legal, provided it is licensed by the
relevant authorities, whereas online gambling is permitted only for foreign nationals and licensed
entities, but remains illegal for Filipino citizens. However, effective January 1, 2025, online gambling will
be completely prohibited in the Philippines.

Keywords: Legal Comparison; Gambling; Online Gambling; Indonesia; Philippines

1. Pendahuluan

Perjudian merupakan suatu fenomena sosial yang telah berkembang sejak
zaman dahulu, melibatkan unsur taruhan atau spekulasi untuk memperoleh
keuntungan (Ruslan et al., 2021: 29). Jenis perjudian sangat beragam, meliputi
perjudian kasino (black jack, baccarat, creps, keno, tombola, super pingpong, lotto
fair, pauk yu, dan lain-lain), perjudian di keramaian (pacuan kuda, pacuan anjing,
hailai, karapan sapi, erek-erek, dan lain-lain), perjudian online, dan permainan
tradisional seperti judi dadu dan sabung ayam (Abeth et al., 2021: 95).

Dari segi ekonomi, perjudian dapat memberikan potensi pendapatan yang
besar melalui pajak, penciptaan lapangan kerja, investasi, dan kontribusi pada
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sektor pariwisata. Pajak yang diperoleh dari perjudian dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan layanan dan fasilitas publik, terutama di daerah yang secara
langsung terdampak negatif oleh aktivitas perjudian (Lewiandy et al., 2024: 15).
Namun, di sisi lain, terdapat dampak negatif dari perjudian tidak dapat diabaikan,
seperti peningkatan utang pribadi, kecanduan judi, munculnya bentuk kejahatan
lain seperti pencurian, praktik jual beli rekening bank pribadi, penipuan, pencucian
uang, hingga masalah sosial lainnya yang berpotensi merusak tatanan masyarakat
(Setiawati et al., 2022: 112-113). Oleh sebab itu, regulasi yang jelas dan tegas
mengenai perjudian menjadi salah satu aspek penting untuk mencegah dan
menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

Setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam mengatur perjudian, yang
umumnya terbagi dalam kriminalisasi dan dekriminalisasi. Kriminalisasi diterapkan
karena perjudian dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap berbagai
aspek, sehingga negara memberlakukan sanksi pidana untuk membatasi dan
mencegah perjudian guna menjaga ketertiban sosial. Sebaliknya, dekriminalisasi
memungkinkan perjudian dalam batasan hukum tertentu melalui mekanisme
perizinan dan pengawasan ketat. Pendekatan ini diterapkan dengan tujuan
mengontrol aktivitas perjudian agar tetap berada dalam koridor hukum serta
memberikan manfaat ekonomi bagi negara.

Di Indonesia, pemerintah secara aktif melakukan pemberantasan terhadap
aktivitas perjudian. Dalam upaya menanggulangi maraknya perjudian online,
pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bekerja
sama dengan aparat penegak hukum secara rutin memblokir situs dan aplikasi
perjudian online. Sejak periode 2017 hingga 12 November 2024, Kemkomdigi telah
menangani sebanyak 5.156.452 konten yang terkait dengan aktivitas perjudian

(Wisnubroto, 2024).
Gambar 1. Total Pendapatan Gaming Operation di Filipina periode 2024

REVENUES FROM GAMING OPERATIONS
as of December 31, 2024
Php 97.52 Billion

Licensed Casinos
Php 33.07B
(33.91%)

‘ and Bingo Grantees
\ Php 48.79B
Casino Filipino Venues B—— (50.03%)

Php 12678
(12.98%)

Offshore Gaming Operations
Php 2.898
{3.07%)

Sumber: PACGOR.ph, 2025.

Sementara itu, di Filipina, industri kasino dan perjudian merupakan salah satu
kontributor dan penggerak bagi pertumbuhan ekonomi (Philippines Anti-Money
Laundering Council, 2020: 3). Perjudian di negara ini diatur dan diawasi oleh
Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR), sebuah perusahaan
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milik negara yang bertanggung jawab atas regulasi dan operasional perjudian legal
(Prasetyawati & Lamoste, 2021: 151). Pada tahun 2024, berdasarkan data yang
dilansir dari situs pacgor.ph, PAGCOR mencatat pendapatan sebesar 112 miliar,
meningkat 41% dari tahun sebelumnya (P79 miliar pada 2023). Pendapatan
operasional bersih mencapai 84,97 miliar (+51%), dengan laba bersih 16,77
miliar setelah kontribusi 68,21 miliar untuk pembangunan nasional (PACGOR,
2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas
perbandingan hukum mengenai legalitas perjudian antara Indonesia dan Filipina.
Filipina dipilih sebagai negara pembanding karena sebagai sesama negara di Asia
Tenggara, Filipina memiliki pendekatan yang berbeda dengan Indonesia dalam
mengatur sektor perjudian. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam
aktivitas perjudian di kedua negara tersebut relatif tinggi, namun terdapat
perbedaan mengenai pendekatan pemerintah dalam merumuskan regulasi dalam
menangani aktivitas perjudian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami
pola pengaturan yang diterapkan di kedua negara tersebut.

2. Metode

Metode Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021: 35). Sifat dari
penelitian hukum ini adalah preskriptif. Dalam penelitian ini, pendekatan
penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perbandingan hukum (comparative
approach) yang dilakukan untuk membandingkan legalitas perjudian di Indonesia
dan Filipina. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu
menggunakan studi kepustakaan (library research).

3. Perbandingan Legalitas Perjudian di Indonesia dan Filipina

Legalitas merupakan keabsahan atau kesesuaian suatu tindakan atau keadaan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (EasylLegal, n.d.). Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), suatu tindakan dapat dinyatakan legal
apabila sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, tindakan
dilakukan dengan tanpa izin, melanggar ketentuan hukum, atau bertentangan
dengan undang-undang merupakan tindakan ilegal (Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, 2024). Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas (nullum
crimen, nulla poena sine lege), merupakan prinsip hukum yang menyatakan
bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan tidak
dapat dijatuhi sanksi, tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih
dahulu (Fitri et al., 2024: 204). Menurut Andi Hamzah, asas legalitas berfungsi
untuk mencegah penguasa melakukan perbuatan sewenang-wenang kepada
rakyat diluar undang-undang (Suherman, 2020: 137).
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Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam menangani perjudian.
Praktik perjudian dapat dihukum apabila bertentangan dengan peraturan yang
berlaku ataupun dilakukan tanpa izin. Sebaliknya, perjudian dinyatakan legal dan
tidak dapat dihukum apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku dan memiliki izin yang sah. Permainan judi, sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 303 ayat (3) KUHP 2020, merupakan segala bentuk permainan atau
pertaruhan yang hasilnya bergantung pada peruntungan, meskipun faktor
keterampilan pemain dapat mempengaruhi hasilnya (Darmawan, 2023: 43).
Sehingga, peserta yang tidak beruntung akan menanggung kerugian dengan
melepaskan uang yang telah mereka pertaruhkan (Nurdiana et al., 2022: 105).

Indonesia dan Filipina, sebagai dua negara yang terletak di Asia Tenggara,
memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur perjudian. Adapun
perbandingan legalitas perjudian di Indonesia dan Filipina, sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan pengaturan perjudian di Indonesia dan Filipina

Aspek Indonesia Filipina
Legalitas Ilegal dan termasuk Legal, selama kasino yang memiliki
Perjudian kejahatan. lisensi resmi dari otoritas yang
Berbasis Darat berwenang di Filipina.
Legalitas llegal dan termasuk Legal untuk warga negara asing dan
Perjudian Online | kejahatan. perjudian online yang memiliki

lisensi resmi, tetapi llegal bagi warga
Filipina. Namun, per 1 Januari 2025,
akan sepenuhnya menjadi ilegal.

Pengaturan e Pasal 303 dan Pasal | @ Presidential Decree No. 1067-A
Perjudian 303 bis KUHP Lama | @ Presidential Decree No. 1602, as
dan/atau ® Pasal 426 dan Pasal amended by Republic Act No.
Perjudian Online 427 KUHP Baru 9287

® Pasal 27 ayat (2) jo. | ® Executive Order No. 13
Pasal Pasal 45 ayat | @ Republic Act No. 9160, as
(3) UU No. 1 Tahun amended by Republic Act No.

2024 (UU ITE) 10927
eUU No. 7 Tahun | e Republic Act No. 11590
1974 tentang | @ Republic Act No. 7922
Penertiban ® Republic Act No. 9490
Perjudian ® Republic Act No. 9728
® PP No. 9 Tahun 1981 | ¢ PAGCOR Charter (Presidential
tentang Pelaksanaan Decree No. 1869, as amended by
Penertiban Republic Act No. 9487)
Perjudian e Regulasi - regulasi yang

dikeluarkan oleh PACGOR

Sumber: Olah data, 2025.
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3.1. Legalitas Perjudian di Indonesia

Perjudian di Indonesia merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang
dan dikategorikan sebagai kejahatan. Di Indonesia, perjudian dilarang dengan
diatur dalam Pasal 303 ayat (1) dan (2), serta Pasal 303 bis KUHP (Bunga, 2019:
30). Sedangkan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)
yang akan berlaku pada 2026, ketentuan sanksi terhadap pelanggaran
perjudian diatur dalam Pasal 426 ayat (1) dan (2), serta Pasal 427 KUHP.
Berikut merupakan ketentuan sanksi bagi setiap orang yang terbukti
berpartisipasi dalam perjudian, antara lain:

Tabel 2. Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP Lama & Pasal

426 dan Pasal 427 KUHP Baru

Isi Ketentuan

Aturan dan Sanksi

Setiap orang dengan sengaja :

1. Menawarkan/ memberi kesempatan
permainan judi dan menjadikannya
mata pencaharian, atau turut serta
dalam perusahaan itu.

2. Menawarkan/ memberi kesempatan
kepada khalayak umum, atau turut
serta dalam perusahaan itu

3. Menjadikan turut serta
perjudian sebagai
pencaharian.

dalam
mata

Pasal 303 ayat (1) KUHP Lama:
Penjara paling lama 10 tahun
atau denda paling banyak Rp25
juta.

Pasal 426 ayat (1) KUHP Baru:
Penjara paling lama 9 tahun
atau denda paling banyak Rp2
miliar (kategori VI).

Perjudian dilakukan dalam menjalankan
profesi atau pencariannya.

Pasal 303 ayat (2) KUHP Lama
atau Pasal 426 (2) KUHP Baru:

Pidana tambahan berupa
pencabutan hak untuk
menjalankan pencarian
tersebut.

1. Menggunakan kesempatan bermain
judi  yang diadakan  dengan
melanggar Pasal 303.

2. lkut serta berjudi di jalan umum/ di
pinggir jalan umum/ tempat umum
tanpaizin.

Pasal 303 bis ayat (1) KUHP
Lama: Penjara paling lama 4
tahun atau denda paling banyak
Rp10 juta.

Pasal 303 bis ayat (2) KUHP
Lama: Residivis, dikenakan
penjara paling lama 6 tahun
atau denda paling banyak Rp15
juta.

Pasal 427 KUHP Baru: Penjara
paling lama 3 tahun atau denda
paling banyak Rp50 juta
(kategori 111).
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Tidak lagi mengatur mengenai
residivis.
Sumber: Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP Lama & Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Baru (Olah
data, 2025)

Dalam KUHP Baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP
Baru, hukuman bagi pelaku perjudian mengalami perubahan, yaitu terdapat
pengurangan ancaman pidana penjara dari paling lama 10 tahun menjadi
paling lama 9 tahun, serta denda maksimum bagi pelaku perjudian meningkat
dari denda paling banyak Rp 25 juta, menjadi denda paling banyak kategori VI
atau Rp 2 miliar (berdasarkan Pasal 79 KUHP Baru). Sementara, dalam Pasal
427 KUHP Baru, terdapat perubahan ancaman pidana penjara yang
sebelumnya pidana penjara paling lama 4 tahun dalam Pasal 303 bis KUHP
Lama, kemudian dalam KUHP Baru berkurang menjadi paling lama 3 tahun.
Sementara itu, denda yang semula paling banyak Rp 10 juta meningkat
menjadi Rp 50 juta (kategori lll, berdasarkan Pasal 79 KUHP Baru) (Kurniawan
et al., 2024: 6653).
Di Indonesia, perjudian online adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi
pidana bagi orang yang terlibat dalam penyelenggaraan maupun partisipasi
perjudian online. Larangan mengenai perjudian online di Indonesia diatur
dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang setiap orang untuk
dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau
membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik
yang mengandung muatan perjudian. Sementara itu, Pasal 45 ayat (3) UU ITE
menetapkan ancaman pidana bagi individu yang melanggar Pasal 27 ayat (2)
UU ITE, dengan sanksi pidana berupa penjara paling lama 10 tahun dan/atau
denda paling banyak 10 miliar rupiah.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian,
menegaskan perjudian adalah bentuk kejahatan, aturan ini bertujuan untuk
menghapus praktik perjudian di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, merupakan peraturan
pelaksana dari UU No. 7 Tahun 1974, yang mengatur tentang penghapusan
izin perjudian dalam KUHP serta mencabut peraturan-peraturan pemerintah
yang bertentangan dengan ketentuan tersebut (Aidah & Pratama, 2022: 2182).
Dalam bagian penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981,
disebutkan mengenai bentuk-bentuk perjudian yang dilarang, sebagai berikut:
a. Perjudian di kasino: Roulette; Blackjack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola;
Super Ping-pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot machine (Jackpot); Ji Si
Kie; Big Six Wheel; Chuc a Luck; Lempar paser (Paseran); Pachinko; Poker;
Twenty One; Hwa-Hwe; dan Kiu-kiu.

b. Perjudian di tempat-tempat keramaian: Lempar Paser; Lempar Gelang;
Lempar Uang (Coin); Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak
berputar; Lempar bola; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Adu
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3.2.

domba/kambing; Pacu kuda; Karapan sapi; Pacu anjing; Hailai;
Mayong/Macak; dan Erek-erek.

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain (kebiasan masyarakat):
Adu Ayam; Adu Sapi; Adu Kerbau; Karapan Sapi; Pacuan Kuda; Adu
Domba/Kambing.

Di Indonesia, terdapat lembaga yang berwenang dalam penindakan
terhadap situs web, aplikasi, serta platform digital yang digunakan sebagai
sarana perjudian online, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Digital
(Kemkomdigi) dengan berkolaborasi dengan lintas sektor seperti Pemerintah
dan pihak swasta (Rusito, 2024: 221). Dalam upaya penanganan perjudian
online, Kemkomdigi juga mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)
untuk melakukan moderasi konten serta menutup akses terhadap informasi
yang bermuatan perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2c) UU
ITE (Ramadoni et al., 2023: 55).

Legalitas Perjudian di Filipina

Pejudian berbasis darat (land-based casinos) di Filipina adalah legal
apabila dioperasikan oleh entitas yang memiliki izin resmi dari otoritas yang
berwenang di Filipina, sebagaimana diatur dalam Presidential Decree No.
1067-A yang disahkan pada tahun 1976. Aturan ini menjadi dasar hukum
legalisasi kasino, serta dasar pendirian Philippine Amusement and Gaming
Corporation (PAGCOR), vyaitu sebuah perusahaan milik negara yang
bertanggung jawab atas regulasi dan operasional perjudian legal di Filipina
(Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), 2018: 2).

Berdasarkan Presidential Decree No. 1067-A, tujuan legalisasi perjudian
di Filipina adalah untuk mencegah penyebaran kasino ilegal tanpa pengawasan
pemerintah. Disamping itu, sebagaimana diatur dalam Section 1 Presidential
Decree No. 1067-A, adapun tujuan dilakukannya sentralisasi dan integrasi
kewenangan dalam mengoperasikan dan menyelenggarakan perjudian yang
dikendalikan, dikelola, dan diawasi oleh pemerintah oleh pemerintah Filipina,
yaitu sebagai sumber pendapatan tambahan, mendukung industri pariwisata
dengan menyediakan hiburan legal bagi wisatawan, serta meminimalisir atau
jika memungkinkan, menghapus praktik buruk dari penyimpangan, dan
korupsi yang sering terjadi dalam penyelenggaraan kasino.

Pendapatan perjudian di Filipina dialokasikan untuk berbagai keperluan
sesuai dengan ketentuan hukum vyang berlaku. Berdasarkan Presidential
Decree No. 1869, sebagian dari pendapatan disetor ke Bureau of Internal
Revenue (BIR) sebagai franchise tax dan National Treasury sebagai pendapatan
wajib pemerintah, serta disalurkan untuk Host Cities Share bagi kota yang
menjadi tuan rumah kasino. Selain itu, berdasarkan Republic Act No. 6847,
sebagian pendapatan perjudian tersebut juga disalurkan ke Socio-Civic Project
Fund di bawah Office of the President untuk mendukung berbagai program
sosial dan pembangunan. Di sektor olahraga, berdasarkan Republic Act No.
10699, pendapatan perjudian juga diberikan kepada Philippine Sports
Commission untuk pengembangan olahraga, serta penyediaan insentif bagi
atlet dan pelatih berprestasi melalui Sports Benefits and Incentives Act.
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Disamping itu, dana juga diberikan untuk Board of Claims sebagai kompensasi
korban salah penahanan dan penuntutan, sebagaimana diatur dalam Republic
Act No. 7309 (PACGOR, 2023: 11).

Pada tahun 2017, Executive Order No. 13 disahkan. Aturan ini mengatur
mengenai penguatan pemberantasan perjudian ilegal di Filipina dengan
melibatkan lembaga penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Section 1
Executive Order No. 13, yaitu Philippine National Police (PNP), National Bureau
of Investigation (NBI) dengan bekerja sama dengan instansi terkait, seperti
Department of Justice (DOJ), Department of the Interior and Local Government
(DILG), dan Department of Information and Communications Technology
(DICT).

Dalam Section 2 Executive Order No. 13, dijelaskan mengenai definisi
perjudian ilegal di Filipina, yaitu segala bentuk permainan atau skema taruhan,
baik yang bergantung pada keberuntungan, keterampilan, atau kombinasi
keduanya, dengan mempertaruhkan uang, barang berharga, atau bentuk nilai
lainnya, tanpa izin dari otoritas berwenang atau melanggar ketentuan lisensi
yang ditetapkan. Disamping itu, perjudian yang dilakukan di luar yurisdiksi
pemberi lisensi juga dianggap ilegal dan dikenakan sanksi hukum.

Berdasarkan ketentuan tesebut, maka segala aktivitas perjudian yang
beroperasi di Filipina tanpa memiliki lisensi resmi dari otoritas yang
berwenang adalah ilegal dan dapat dikenai sanksi pidana. Pengaturan
mengenai sanksi terhadap perjudian ilegal diatur lebih lanjut dalam Republic
Act No. 9287 pada tahun 2004, mengamandemen Presidential Decree No.
1602. Aturan Republic Act No. 9287 memperjelas definisi bentuk-bentuk
permainan judi yang dilarang di Filipina, yaitu lllegal Numbers Game, Jueteng,
Masiao, Last Two, serta memperberat hukuman terhadap individu yang
terlibat dalam perjudian ilegal (Mabanta et al., 2024: 2).

Dalam Section 2(a) Republic Act No. 9287, dijelaskan mengenai definisi
permainan angka ilegal (illegal numbers game), yaitu segala bentuk aktivitas
perjudian ilegal yang menggunakan angka atau kombinasi angka sebagai
faktor dalam penentuan pemenang atau pemberian hadiah jackpot. Adapun
bunyi ketentuannya, sebagai berikut:

“Sec. 2. Definition of Terms. - As used in this Act, the following terms shall

mean:

a) lllegal Numbers Game. - Any form illegal gambling activity which uses
numbers or combinations thereof as factors in giving out jackpots.

b) ......... “

Berikut merupakan sanksi pidana terhadap setiap orang yang terbukti
berpartisipasi dalam permainan judi angka ilegal (illegal numbers game),
sebagaimana diatur dalam Section 3 Republic Act No. 9287 tersebut, sebagai
berikut:

Tabel 3. Sanksi pidana terhadap pelanggaran Section 3 Republic Act No. 9287
| Peran dalam Judi Angka llegal | Pidana Penjara
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Pemasang taruhan (Bettor)

30 hari —90 hari

Personel atau staf dalam operasi judi
ilegal

6 tahun 1 hari— 8 tahun

Pemilik kendaraan, rumah, bangunan,

6 tahun 1 hari — 8 tahun

atau tanah yang digunakan untuk operasi
judi ilegal

Collector atau agen

Koordinator, controller, atau supervisor

f. | Pemelihara (maintainer), manajer, atau

8 tahun 1 hari— 10 tahun
10 tahun 1 hari— 12 tahun
12 tahun 1 hari — 14 tahun

operator

g. | Penyandang dana (financier) atau | 11 tahun 1 hari— 14 tahun
capitalist

h. | Pelindung atau pembeking | 16 tahun 1 hari— 20 tahun
(Protector/Coddler)

Sumber: Section 3 Republic Act No. 9287 (Olah data, 2025).

Dalam Section 5 Republic Act No. 9287, diatur mengenai sanksi tambahan bagi
pegawai negeri atau pejabat publik terlibat permainan angka ilegal (illegal
numbers game), maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi, sebagai
berikut:

Tabel 4. Sanksi terhadap pelanggaran Section 5 Republic Act No. 9287
Ketentuan Sanksi
pemerintah atau pejabat | Ancaman pidana penjara

e Jika pegawai

publik (baik dipilih ataupun diangkat) [ 12 tahun 1 hari— 20 tahun
berperan sebagai kolektor, agen, | dan denda #3.000.000 —
koordinator, pengendali, pengawas, | 5.000.000, serta sanksi
pemelihara, pengelola, operator, pemodal, [ tambahan berupa
atau kapitalis dalam permainan angka | diskualifikasi absolut &
ilegal. permanen dari jabatan
e Jika pejabat daerah mengetahui, tetapi | publik.
tidak menghentikan atau membiarkan
adanya permainan angka ilegal berlangsung
di yurisdiksinya.
Jika penegak hukum tidak menangkap pelaku | Sanksi administratif:
permainan angka ilegal. Skorsing atau
pemberhentian dari

jabatan sesuai keputusan
otoritas berwenang.

Sumber: Section 5 Republic Act No. 9287 (Olah data, 2025).

Dalam Section 6 Republic Act No. 9287, diatur mengenai
pertanggungjawaban hukum bagi setiap orang tua, wali, atau individu yang
memiliki kewenangan moral atau kedudukan lebih tinggi, yang dengan cara
apa pun mendorong atau menyebabkan anak di bawah umur, tanggungan,
atau orang yang tidak cakap hukum melakukan salah satu tindak pidana
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perjudian dalam aturan Republic Act No. 9287, dikenakan penjara pidana 6

bulan - 1 tahun atau denda £100-400 juta, serta kehilangan hak perwalian.

Untuk mencegah praktik pencucian uang dalam industri perjudian,
pemerintah Filipina mengeluarkan Republic Act No. 10927 tahun 2017, yang
mengamandemen Republic Act No. 9160 (Anti-Money Laundering Act of
2001), mengatur mengenai kasino atau operator perjudian lainnya di Filipina
diwajibkan mematuhi peraturan terkait pencucian uang (Anti-Money
Laundering), seperti sebagaimana diatur dalam Section 9 Republic Act No.
9160, yaitu mencatat identitas asli klien berdasarkan dokumen resmi,
menyimpan catatan transaksi pelanggan selama 5 tahun sejak tanggal
transaksi pertama, serta melaporkan transaksi perjudian kepada Anti-Money
Laundering Council (AMLC).

Perjudian online di Filipina, sebagaimana diumumkan oleh Presiden
Ferdinand Marcos Jr. dalam State of the Nation Address (SONA) pada 22 Juli
2024, akan dinyatakan ilegal secara keseluruhan. Larangan ini direncanakan
mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025, setelah dipublikasikan dalam
lembaran negara (official gazette) atau setidaknya satu surat kabar dengan
peredaran umum (newspaper of general circulation) (Mabanta et al., 2024: 2).
Larangan ini diberlakukan karena meningkatnya permasalahan hukum, sosial,
serta dugaan keterlibatan industri ini dalam berbagai kejahatan, termasuk
penipuan keuangan, pencucian uang, prostitusi, perdagangan manusia,
penculikan, penyiksaan, hingga pembunuhan (Esguerra, 2024). Implementasi
larangan ini akan ditetapkan dalam Senate Bill No. 2752 (Anti-POGO Act), serta
Senate Bill No. 1281 (Anti-Online Gambling Act), tetapi saat ini masih dalam
proses pembahasan (Gibbs, 2024).

Sebelumnya, larangan perjudian online hanya berlaku bagi warga
Filipina, serta individu dari negara yang melarang partisipasi dalam perjudian
online (National Tax Research Center, 2019: 2). Namun, perjudian online
adalah legal bagi individu asing yang secara fisik berada di yurisdiksi dengan
lisensi sah, serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Section
4(e) Rules and Regulations for Philippine Offshore Gaming, sebagai berikut:

a. Offshore individuals, yaitu individu yang secara fisik berada di luar wilayah
Filipina. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi warga Filipina, meskipun
sedang berada di luar negeri maupun individu dari negara yang melarang
warganya berjudi online.

b. Warga negara asing yang sedang berada di Filipina tidak diperbolehkan
berpartisipasi dalam aktivitas perjudian online berlisensi.

c. Berusia minimal 21 tahun atau sesuai dengan batas usia legal yang berlaku
di negara tempat pemain berdomisili.

d. Terdaftar secara resmi sebagai pemain.

Perjudian online di Filipina diatur melalui skema perizinan Philippine
Offshore Gaming Operators (POGO) yang diterbitkan oleh PAGCOR. Skema
POGO memungkinkan perusahaan berbasis di Filipina untuk menyediakan
layanan perjudian online ke pasar luar negeri. Dalam Section 3 Executive Order
No. 13, dijelaskan mengenai klarifikasi perjudian online, yaitu operator
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perjudian online berlisensi Filipina tersebut tidak diperbolehkan menerima
pemain dari luar yurisdiksi lisensinya. Perjudian online atau offshore gaming di
Filipina lebih lanjut diatur melalui regulasi yang diterbitkan oleh PAGCOR,
yaitu Internet Gaming Licensing Regulations (IGLR), yaitu ketentuan mengenai
perizinan, pendaftaran, dan akreditasi untuk pemegang lisensi perjudian
internet dan penyedia layanan yang menyediakan komponen dalam perjudian
online (Mabanta et al., 2024: 2).

Republic Act No. 11590 disahkan pada 2021, mengatur mengenai pajak
untuk operasi perjudian online terlisensi di Filipina, termasuk kewajiban pajak
penghasilan bagi pekerja asing di sektor tersebut, pengenaan pajak atas
pendapatan perjudian, dan pajak atas transaksi barang dan jasa yang terkait.
Dalam Section 9 Republic Act No. 11590, dijelaskan bahwa 60% dari
pendapatan pajak perjudian akan dialokasikan untuk pelaksanaan Universal
Health Care Act, 20% untuk mendukung program peningkatan fasilitas
kesehatan dan 20% untuk pencapaian Sustainable Development Goals
(SDGs).(Martinez, n.d.)

Adapun beberapa badan yang bertanggung jawab dalam mengatur dan
mengawasi perjudian di Filipina antara lain, Philippine Amusement and
Gaming Corporation (PAGCOR). PACGOR didirikan melalui Presidential Decree
No. 1067-A pada tahun 1975, merupakan sebuah perusahaan milik negara
yang bertanggung jawab atas pembentukan regulasi, melakukan pengawasan
operasional kasino di Filipina, mengeluarkan lisensi perjudian, menghasilkan
pendapatan bagi program sosial-kemasyarakatan dan pembangunan nasional
pemerintah Filipina, serta membantu mempromosikan industri pariwisata
Filipina (Gore, 2023: 14).

Pada tahun 1983, PAGCOR Charter (Presidential Decree No. 1869, as
amended by Republic Act No. 9487) disahkan untuk memperkuat kewenangan
PACGOR dan mengatur pedoman pemberian lisensi. Aturan ini juga
menegaskan bahwa semua operasional dan regulasi terkait perjudian akan
berada di bawah kendali PAGCOR (Ingles & Michael, 2023). Dalam
menjalankan fungsi regulator, PAGCOR mengeluarkan berbagai regulasi
sebagai pedoman dan mengatur perjudian di Filipina, seperti Supplier
Regulatory Manual untuk mengatur semua peralatan game dan perlengkapan
permainan yang dipasok dan dipelihara di Filipina, Gaming Employment
License Manual untuk mengatur mengenai izin seseorang untuk dipekerjakan
sebagai karyawan perjudian di Filipina, Casino Regulatory Manual for
Entertainment City Licensees untuk mengatur perjudian berbasis darat di resor
terintegrasi di kompleks Entertainment City di Manila, dan Casino Regulatory
Manual for Clark Licensees untuk mengatur kasino di Clark, Pampanga, dan
lain-lain (PACGOR, n.d.).

Selain PAGCOR, terdapat otoritas lain yang memiliki kewenangan untuk
memberikan lisensi kepada perusahaan perjudian yang beroperasi di “zona
ekonomi khusus” di Filipina. Namun, aktivitas dan peralatan perjudian
(termasuk server komputer) umumnya dibatasi dalam zona ekonomi tersebut.
Otoritas-otoritas tersebut antara lain, Cagayan Special Economic Zone
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Authority (CEZA), Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority
(APECO), dan Authority of the Freeport Area of Bataan (AFAB) (Mabanta et al.,
2024: 3). Disamping itu, terdapat pula, beberapa badan lain dalam industri
perjudian di Filipina meliputi, Philippine Racing Commission (PHILRACOM)
yang mengawasi balapan kuda (horse racing), Games and Amusements Board
(GAB) mengawasi permainan olahraga berbayar (sport betting), serta
Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) mengelola lotere dan permainan
undian (Respicio.ph, 2025).

4. Kesimpulan

Indonesia dan Filipina memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur
perjudian. Indonesia menerapkan pendekatan kriminalisasi penuh terhadap segala
bentuk perjudian, baik berbasis darat maupun online, yang bertujuan untuk
melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian. Sementara itu, di Filipina,
perjudian berbasis darat adalah legal selama dioperasikan oleh entitas yang
memiliki lisensi resmi, sedangkan perjudian online hanya legal bagi warga negara
asing dan entitas perjudian online berlisensi, tetapi tetap ilegal bagi warga negara
Filipina. Namun, mulai 1 Januari 2025, perjudian online di Filipina direncanakan
untuk sepenuhnya ilegal, setelah dipublikasikan dalam official gazette atau
setidaknya satu surat kabar dengan peredaran umum (newspaper of general
circulation).
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